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Keterangan
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- Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota

5245.001.001

Layanan administrasi Bawas!u Provinsi

Komporen Input :

puty

051 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

052 | Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN

053 | Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan

054 | Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan

055 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program

5245.001.002

Layanan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota

Komponen Input :

051 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

052 | Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN

053 | Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan

054 | Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan

055 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program

525002

Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota |

Indikator :

- Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

5245.002.001

Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi

Komponen Input :

051 Pengawasan Pemilu Partisipatif

052 | Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

053 | Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan

054 | Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi

055 | Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

5245.002.002

Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota

Komponen Input :

051 Pengawasan Pemilu Partisipatif

052 | Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

053 | Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan

054 | Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota

055 | Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

| Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelang

Indikator :

- Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaiaan
Sengketa Proses
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3

5245.003.001

Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaiaan Sengketa
Proses Bawaslu Provinsi

Komponen Input :

—

051 Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran

052 | Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan

053 | Fasilitasi Sentra Gakkumdu

5245.003.002

Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaiaan Sengketa
Proses Bawaslu Kabupaten/Kota

Komponen Input :

_a

051 | Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran

052 | Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pem[lu/Pemmhan

| Laporan Fasilitasi Bidang Hukum

Indikator

- Persentase Fasilitasi Bidang Hukum

5245.003.001

Laporan Fasilitasi Bidang Hukum Bawaslu Provinsi

Komporen Input :

Za

051 | Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan

052 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum

053 | Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan

5245.003.002

Laporan Fasilitasi Bidang Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota

Komponen Input

051 | Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan

Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informa

Indikator :

- Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi

5245.003.001

Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Provinsi

Komporen Input :

—

051} Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi

052 | Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik

5245.003.002

Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawasiu Kabupaten/Kota

Komponen Input :

051 | Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi

052 | Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik

'Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasi

Indikator :

Proyek Prioritas

- Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu

5245.006.001

tanpa sub output

Komponen Input :

051 | Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemllu Hasn Pllotmg

_ 5245.007 | Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ~ Hibah Pilkada’
Indikator :
- Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
5245.003.001| Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Komponen Input :

—

051 | Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah

052 | Honorarium Kesekretariatan

053 | Kelompok Kerja Pengawasan

054 | Honorarium Pengelola Keuangan

055 | Perencanaan Program dan Anggaran
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056 | Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor

057 | Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya

058 | Pemeliharaan Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor

059 | Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional

060 | Pelayanan Administrasi Perkantoran

061 | Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS

062 | Pelantikan & Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu

063 | Advokasi dan Pendampingan Hukum

064 | Sosialisasi Pengawasan Pemilu

065 | Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif

066 | Musyawarah Penyelesaian Sengketa

067 | Penindakan Pelanggaran Administrasi

068 | Kegiatan Sentra Gakkumdu

069 | Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan

070 | Koordinasi dengan Stakeholder

071 | Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan

Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik

5245.003.002

Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d 23

Komponen Input :

051 | Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah

052 | Honorarium Kesekretariatan

053 | Kelompok Kerja Pengawasan

054 | Honorarium Pengelola Keuangan

055 | Perencanaan Program dan Anggaran

056 | Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor

057 | Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya

058 | Pemeliharaan Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor

059 | Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional

060 | Pelayanan Administrasi Perkantoran

061 | Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS

062 | Pelantikan & Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu

063 | Advokasi dan Pendampingan Hukum

064 | Sosialisasi Pengawasan Pemilu

065 | Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif

066 | Musyawarah Penyelesaian Sengketa

067 | Penindakan Pelanggaran Administrasi

068 | Kegiatan Sentra Gakkumdu

069 | Repat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan

070 | Koordinasi dengan Stakeholder

071 | Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan

Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik

5285951

Layanan Sarana dan PrasaranaInternal =~

Indikator

- Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

5245.951.001

Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bawaslu Provinsi

Komponen Input :

05

—

Pengadaan kendaraan bermotor

052 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

05

3| Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
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Keterangan

2

3

054 | Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan

055 | Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan

5245.951.002

Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bawaslu Kabupaten/Kota

Komponen Input :

iy

051 | Pengadaan kendaraan bermotor

052 | Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

053 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

054 | Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan

055 | Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan

| Layanan Perkantoran

Indikator :

- Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan
pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang fepat waktu

5245.994.001

Layanan Perkantoran Bawaslu Provinsi

Komponen Input :

001 | Gaji Dan Tunjangan

002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor

5245.994.002

Layanan Perkantoran Bawasiu Kabupaten/Kota

Komponen Input :

001 | Gaji Dan Tunjangan

002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor
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